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Buku Bijak dan Cerdas Ber-AI untuk ASN: Literasi Pemanfaatan 

Kecerdasan Artifisial di Sektor Publik merupakan panduan serta 

pengantar dasar kecerdasan artifisial (AI) yang disusun sebagai 

referensi dalam memahami, menilai, dan memanfaatkan teknologi AI 

secara bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan 

serta pelayanan publik.

Buku ini merupakan sintesis dari kerangka tata kelola dan regulasi AI 

yang berlaku di tingkat global, regional, dan nasional, serta praktik-

praktik pemanfaatan AI di sektor publik berbagai negara. Substansi 

buku ini dikembangkan oleh Center for Digital Society Universitas 

Gadjah Mada bersama Gugus Tugas Pembangunan Talenta Digital dan 

Kecerdasan Artifisial Nasional Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Publikasi ini dapat dikutip, diperbanyak, dan didistribusikan untuk 

tujuan pendidikan, penelitian, dan penggunaan non-komersial, dengan 

ketentuan tetap mencantumkan atribusi sumber secara jelas dan 

lengkap.
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Bijak dan Cerdas Ber-AI untuk ASN: Literasi Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial di 

Sektor Publik merupakan bagian dari gerakan Bijak Cerdas Berdigital dan Ber-AI yang 

menempatkan kesiapan SDM sebagai fondasi transformasi sektor publik nasional. 

Berangkat dari keyakinan bahwa kemajuan teknologi hanya bermakna jika digunakan 

untuk melayani kepentingan publik, buku ini mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) 

tidak hanya mahir memanfaatkan teknkologi kecerdasan artifisial (AI), tetapi juga 

mampu menilai dan bila diperlukan, membatasi penggunaannya.

Pembaca akan diajak memahami AI secara bertahap. Mulai dari cara kerja dan berbagai 

jenis teknologi AI, prinsip Human-Centered AI yang menempatkan hak asasi dan 

martabat manusia sebagai pusat pertimbangan, serta perkembangan tata kelola AI dari 

tingkat global hingga regulasi nasional yang terus berkembang. Selain itu, disajikan pula 

kerangka pengambilan keputusan yang dapat langsung diterapkan di lingkungan kerja.

Untuk menjembatani pemahaman dengan praktik, buku ini memetakan sepuluh solusi AI 

yang relevan bagi tugas-tugas ASN sehari-hari. Contohnya diambil dari berbagai 

penyedia teknologi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok, lengkap dengan rambu-

rambu tata kelola yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya.

Buku ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Perpustakaan Nasional 

Republik Indonesia, dan Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada (CfDS 

UGM). Melalui kolaborasi ini, ketiga institusi berupaya memastikan bahwa transformasi 

digital pemerintahan Indonesia bertumpu pada literasi yang kuat dan tata kelola yang 

bertanggung jawab.

Disusun dengan bahasa yang lugas dan alur yang mudah diikuti, buku ini dapat dibaca 

oleh ASN dari berbagai jenjang, pengambil kebijakan di sektor publik, peneliti, maupun 

masyarakat luas yang ingin memahami bagaimana AI sebaiknya ditempatkan dalam 

konteks pelayanan publik Indonesia.

Pendekatan dan Cara Membaca

Bagian 1 membangun fondasi pemahaman. Pembaca akan diajak mengenali arah dan 

dampak AI dalam pemerintahan, memahami dasar-dasar teknis AI, mempelajari prinsip 

Human-Centered AI, serta menelusuri perkembangan tata kelola AI dari tingkat global 

hingga nasional.

Bagian 2 berfokus pada penerapan. Di dalamnya terdapat kerangka pengambilan 

keputusan beserta lembar kerja yang siap digunakan, peta penyedia teknologi AI, dan 

sepuluh contoh solusi yang relevan dengan tugas-tugas ASN sehari-hari.

Bagi pembaca yang baru mengenal AI, disarankan membaca secara berurutan agar 

memperoleh gambaran yang utuh. Sementara itu, pembaca yang telah memiliki 

kebutuhan yang lebih spesifik dapat langsung menuju Bagian 2, dengan tetap merujuk 

pada prinsip dan rambu tata kelola yang dijelaskan pada Bagian 1.

Catatan Penting

Penyebutan nama perusahaan dan produk AI dalam buku ini semata-mata 

bertujuan untuk memberikan ilustrasi dan membantu pembaca memahami 

lanskap teknologi yang tersedia bagi sektor publik. Penyebutan tersebut tidak 

dimaksudkan sebagai bentuk dukungan, rekomendasi pengadaan, ataupun 

endorsement resmi dari penyusun maupun penerbit.

Setiap keputusan untuk mengadopsi teknologi tetap perlu didasarkan pada 

kebutuhan organisasi, analisis manfaat dan risiko, serta kepatuhan terhadap 

ketentuan serta aturan perundang-undangan yang berlaku.
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KATA PENGANTAR

Kata Pengantar
Dalam perjalanan sebagai dosen, rektor, menteri, 

hingga kini mengemban amanah sebagai Menteri 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan, saya menyaksikan beberapa 

gelombang perubahan besar. Saya pernah berada 

pada masa mesin tik. Lalu hadir komputer yang 

mengubah cara kita bekerja. Internet kemudian 

mempercepat pertukaran informasi dan 

memperpendek jarak antarmanusia.

Kini, kita memasuki gelombang berikutnya: 

kecerdasan artifisial (AI). Dalam berbagai rapat 

dan diskusi, para pegawai memanfaatkannya 

untuk merangkum dokumen, menyusun bahan paparan, mencari ide kebijakan. 

Sebagian hasilnya sangat membantu. Sebagian lagi mengingatkan kita bahwa teknologi 

yang tampak meyakinkan belum tentu selalu benar.

Pengalaman-pengalaman itu membuat saya semakin yakin bahwa tantangan terbesar 

kita bukanlah menerima atau anti teknologi. Tidak terasa, AI sudah menjadi bagian dari 

keseharian. Pertanyaan, apakah kita sebagai pengguna sudah cukup bijak dan cerdas?

Kecakapan teknis tanpa kebijaksanaan dapat menjelma bahaya, terlebih ketika berada di 

tangan penyelenggara negara yang setiap keputusannya berdampak pada masyarakat. 

Analogi sederhananya, teknologi ibarat pisau. Di tangan seorang koki yang terampil, 

pisau menghasilkan makanan yang menghidupi banyak orang. Di tangan yang ceroboh, 

ia dapat melukai. Persoalannya bukan pada pisaunya, namun pada siapa yang 

memanfaatkan dan untuk tujuan apa.

Sebagai Kementerian Koordinator, kami berada pada persimpangan berbagai isu 

kompleks pembangunan manusia. Pendidikan, kesehatan, pembangunan karakter 

bangsa, pelindungan perempuan dan anak, pemberdayaan keluarga, penguatan 

kebudayaan, penanggulangan bencana, hingga perlindungan kelompok rentan. 

Seluruhnya semakin terdampak oleh perkembangan teknologi digital dan AI.

Buku ini berupaya membangun kapasitas aparatur negara agar mampu menjalankan 

transformasi digital secara bertanggung jawab. Kami berharap ASN Indonesia tidak 

hanya menjadi pengguna AI yang terampil, tetapi juga pengambil keputusan yang arif.

Saya menyampaikan apresiasi kepada Prof. Dr. Ir. Hammam Riza, M.Sc., IPU. dan Dr. 

Dedy Permadi yang telah mengawal proses editorial buku ini dengan ketekunan dan 

keluasan perspektif. Terima kasih saya sampaikan kepada Perpustakaan Nasional 

Republik Indonesia dan Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada atas 

kolaborasi dan dukungan yang memungkinkan buku ini hadir di tangan para pembaca.

Puluhan tahun berkecimpung di ranah pendidikan tinggi, saya belajar bahwa gagasan 

yang baik adalah gagasan yang dapat menyentuh hidup banyak orang. Tidak hanya oleh 

para ahli, tetapi juga oleh mereka yang berada jauh dari pusat-pusat pengetahuan. 

Keyakinan itu tetap saya pegang hingga hari ini.

AI bukan milik segelintir insinyur di laboratorium. AI adalah bagian dari masa depan kita 

bersama. Maka, agar arah kemajuan teknologi bergerak menuju kesejahteraan publik, 

para penggunanya harus berdaya.

Semoga buku ini dapat menjadi teman belajar, ruang refleksi, sekaligus panduan praktis 

bagi para ASN Indonesia untuk menjadi semakin bijak dan cerdas dalam ber-AI. Selamat 

membaca.

Jakarta, Juli 2026
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Penutup

Hubungan sosial sistem AI memunculkan dua risiko yang saling terkait: risiko struktural 

yang lahir dari sifat dan desain sistem, serta risiko fungsional yang lahir dari 

implementasi dan penggunaannya. Risiko struktural cenderung menuntut solusi teknis, 

sedangkan risiko fungsional menuntut tindakan kebijakan dan hukum. Keduanya hanya 

dapat dimitigasi apabila ASN memegang kendali yang bermakna.

Benang merah buku ini sederhana namun menuntut disiplin bahwa teknologi adalah 

pilihan kebijakan yang kendalinya berada penuh di tangan manusia. Sepuluh use case 

pada Bagian 2 hanya bernilai bila dijalankan melalui kerangka pengambilan keputusan 

pada Bagian 1, yakni menimbang apakah AI memang perlu, memetakan siklus hidup 

data, menilai risiko, merancang pengamanan, dan mendokumentasikan keputusan. 

Di atas semua itu, untuk layanan yang menyentuh data warga, kemandirian dan 

kecakapan lokal layak diutamakan. Dan, di sinilah penguatan ekosistem AI nasional 

bertemu dengan kepentingan pembangunan nasional serta prioritas untuk pelindungan 

warga.

Ber-AI yang Bijak, Cerdas, dan Berdaulat

Manusia tetap aktor utama. AI menambah 

kapasitas penilaian, bukan menggantikannya. 

Akuntabilitas akhir selalu pada lembaga 

manusia.

Tiga pegangan akhir bagi ASN

Data warga adalah amanah. Setiap 

penggunaan AI tunduk pada UU PDP dan 

prinsip privasi sejak desain.

Bijak memilih, berdaulat bertindak. Pilih kelas 

solusi sesuai sensitivitas data dan utamakan 

kedaulatan untuk layanan publik inti.

PENUTUP PENUTUP
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Kemenko PMK bekerja di ranah yang menyentuh hajat hidup banyak 

orang, mulai dari kesehatan, pendidikan, pelindungan perempuan 

dan anak, hingga penanggulangan bencana. 

Kecerdasan Artifisial (AI) sudah masuk ke wilayah kebijakan publik dan tidak dapat dapat 

dihindari. Aparatur sipil negara pada akhirnya akan berhadapan dengan teknologi digital 

dan AI dalam proses kerja sehari-hari. Percakapan tidak lagi membahas mengenai pilihan 

adopsi, namun sudah pada sejauh mana manusia tetap mampu mengendalikan cara 

teknologi itu digunakan. AI tidak otomatis memperbaiki kualitas keputusan. Justru, 

terdapat risiko dari keputusan yang diambil tanpa kehati-hatian tanpa supervisi. 

Kesiapan manusia menjadi titik awal yang menentukan.

Buku ini disusun untuk mempersiapkan kapasitas tersebut. Bagian pertama membangun 

dasar pemahaman tentang cara kerja AI, prinsip Human-Centered AI yang 

menempatkan manusia sebagai pusat keputusan, serta perkembangan tata kelola AI 

dari tingkat global hingga regulasi nasional yang sedang berjalan. Bagian kedua masuk 

ke ranah praktik, membahas cara menilai kapan AI layak digunakan dan kapan tidak, 

bagaimana menjaga keamanan data warga, serta sepuluh contoh penggunaan nyata 

dengan berbagai penyedia teknologi dari Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok, 

lengkap dengan pertimbangan tata kelola yang menyertainya.

BARCODE NIPB

Bijak dan Cerdas
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